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EDITORIAL

Mengakhiri penerbitan tahun 2003 ini,

Jurnal Perspektif menvajikan secara Ehusus

fema pemulivan baik dalon dimensi Navional
gy Internasfomnal,

Pertama-tama akan disaiikan persoalan;
Telaah Kewenangan Moahbamalh Konseitusi dafom
femia i ckan disraikan secara ks mengkagi
keduduwkan  lembaga-lembaga negara yvang
dipasisikan seswal dengan semangal reformasi
konstitust. dengan menampilkan Mahkamah

Konstitusi sebagal salah satu puncak kekuasaan
kehakiman,

Selanfutnya  disambung  dengan  kafion
fmplementasi Demokrasi Pancasife  Dalam
Kemidupan Bernegara. Kojion yang lain adafal
fembaharuan Hukum di Bidang Pevianaban &
Implementastnye i Bidang (honomi Daeral Varg

memerfukan kefelasan terhadap Pengaturan
HE"II-‘L'??UJ‘J’HHH.

Pada hagiaen berikutmya Perspekiif akor
wrenvbafas masaloh Fivgowan Hukim terhadap
Program Jaminan Siosial Tengga Keria, Persepsi
Sucmes fxiri Terhadap Kekerasan dalam Rumah
Tangga, dan kajian tevhadap "Tanggung Jawah
Mamager Investasi dolam Mengelola Reksadana®

faglaon akhir ditutup dengan masalal "Peranan
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penvelesaian
Senpketa International™
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PEMBARUAN HUKUM DI BIDANG PERTANAHAN DAN
IMPLEMENTASINYA TERHADAP OTONOMI DAERAN

Oleh;

Seto Cahyono

The authority of animal husbandry arrangements in general should be arranged by the central governmen,
therefore the regency / city government unnecessarily rule in general by using vegency rules. It is for
setting law certainty in the national law system while developing law especially for land affairs, whereas
the Republic of Indonesia is still under one national defense law, that is, local law arrangement and

technical practice.

PENDAHULUAN

Konsep Otonomi Daerah sebenarnya
bukanlah hal baru yang harus disambut secara
berlebihan. Sejak Indonesia merdeka hal in] sudah
merupakan konsep penataan daerah, bahkan sampai
saat ini. Namun demikian tidak dapat dipungkiri
adanya pandangan bahwa, dengan berlakunya UU
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
dipandang sebagal upaya perwujudan Qlonomi
Daerah yang “sesungguhnya” bagi daerah. Pandangan
tersebut lebih didasarkan pada : Perfama, pengertian
Otonomi Daerah yang memberi kewenangan daerah
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; Kedwa, Bagi
masyarakat ada harapan untuk mendapat pelayanan

umum secara efektif, efisien, dan hasil yang baik.

Salah satu persoalan yang selalu menjadi
bahan perbincangan antara lain adalah pertanahan.
Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 tahun
1999 pertanahan merupakan salah satu bidang
pemerintahan yang wajib dikerjakan oleh Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota. Secara empiris apabila
kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada
daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan dacrah dan
masyarakat setempat atau terjadi tarik-menarik,
tentunya akan menimbulkan masalah bagi daeral ity
sendiri

Persoalan yang harus mendapat perhatian
yakni masalah pelimpahan kewenangan. Masalah
pelimpahan kewenangan tidak dapat dipandang hanya
dengan paradigma otonomi daerah dari konsep
kewilayahan saja, melainkan. juga harus dipandang
dari sudut pembaruan (reformasi) di bidang hukum

(perundang-undangan). Hal ini antara lain untuk

=S e e e e e T ]

Pembaruwan Hukum i Bidang Pertanahan dan

tmplementasinga Terladap Otonomi Dacral

Seto Calvone
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menelusuri sejauhmana kousistensi penyelenggara
negara dalam menentukan pilihan hukum, apalagi
dikaitkan dengan tepat atau tidaknya dalam prakiek.
Seperti halnya dalam masalah pertanahan ini, pada
satu sisi undang-undang telah melimpahkan masalah
pertanahan tersebut kepada daeral/kota, pada sisi
lain Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 10 Tahun
2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di
Bidang Pertanahan tetap memberiakukan Peraturan,
Keputusan, Instruksi, dan Surat Edaran Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
tetap kepada. Kepres tersebut diperiegas dengan
Kepres No. 62 Tahun 2001 Pasal 109 ayat 6 yang
menyatakan ; Sebagian tugas pemerintahan yang
dilaksanakan oleh BPN (Badan Pertanahan
Nasional) di daerah tetap dilaksanakan oleh
Pemerintah sampai dengan ditetapkannya
seluruh peraturan perundang-undangan di
bidang pertanahan, selambat-lambatnya 2 (dua)
tahun, Dengan demikian secara otomatis sampai
tahun 2003 kewenangan tersebut masih merupakan
kewenangan Pemerintah Pusat, bahkan kewenangan
BPN diatur lebih lanjut dalam Kepres No. 103 Tahun
2001 Pasal 66.

Walaupun Pemerintah Pusat konsisten
mengenai jangka waktu tersebut, namun kewenangan
yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
masih terbatas pada 9 (sembilan) kewenangan. Hal
ini dapat dilihat dalam Kepres No. 34 Tahun 2003

tentang Kebijakan Nasional D1 Bidang Pertanahan.
Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Pasal

Pembaruan Hukum di Bidang Pertanahan dan

Tmplementasinga Terhadap Gtonomi Daerah

2 memberikan Kewenangan kepada Kabupaten/
Kota sebagai berikut: pemberian ijin lokasi;
penyelengpgaraan pengadaan tanah untuk
kepentingan pembangunan; penyelesaian
sengketa tanah garapan; penyelesaian masalah
ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan; penetapan subyek dan obyek
redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan tanah absentee;
penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat
; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah
kosong ; pemberian ijin membuka tanah

perencanaan penggunaan tanah wilayah
kabuapten/ kota

Dalam keadaan yang demikian, tentu kita bertanya-
tanya apa isi kewenangan di bidang pertanahan,
cukupkah 9 kewenangan tersebut bagi daerah, dan
tepatkan pelimpahan tersebut diatur dengan Kepres,
masih banyak pertanyaan yang tidak harus ditemukan
satu persatu. Oleh karena itu dapat diidentifikasikan
permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana dan sejauhmana pembaruan dan
implementasi hukum pertanahan yang dilakukan
oleh pemerintah terhadap otonomi daerah?

2. Bagaimana pengaturan olonomi daerah di bidang
pertanahan yang mampu mendorong kepastian
hukum, pemanfaatan dan pelayanan di bidang
pertanahan?

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dengan dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah banyak menimbulkan
persepsi bahwa, hal ini merupakan salah satu
pembaruan hukum khususnya dibidang Pemerintahan

Seto Cahyvono
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Daerah/Otonomi Daerah. Karena hal ini akan
berpenguruh pada  kKewenangan  dalam
penyelengparaan negara antara pusat dan dacrah,
Bagi daerah apabila kewenangan daerah ini langsung
didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 maka dapat
kita peroleh gambaran dari beberapa pasal yaitu:
Pasal 7 ayat (1) K.ewenangan Daerah mencakup
kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan
kecuali kewenangan dalam bidang:

politik luar negeri;

pertahanan keamanan;

peradilan;

moneter dan fiskal;

agama, serta

™ e B0 TP

kewenangan bidang lain (ayat 2):

a. kebijakan tentang perencanaan nasional
dan pengendalian pembangunan secara
miakro,

b. dana perimbangan keuangan;

c. sistem administrasi negara dan lembaga
perekonomian negara,

d. pembinaan dan pemberdayaan sumber daya
manusii;

e. pendayagunaan sumber daya alam serta
teknologi tingpi yang strategis;

[ konservasi;

g standardisasi nasional.

Kekecualian juga pada Pasal 9, karena kewenangan

Provinsi sebagai Daerah Otonom.;

Pasal 10 ayat (1) Daerah berwenang

mengelola sumber daya nasional yang tersedia di

Pembaruan Huknm Bidang Pertanchan dan

Tplementasinga Terhudup Cronomi Dacrah

wilayahnya dan bertanggung jawab memelibara
helesturian lingkungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, (SN dimaksud; Sumber Daya
Alam, Sumber Daya Buatan, Sumber Daya
Manusia).

Ayat (2) Kewenangan Daerah di wilayah laut,

Pasal 11 ayat (1) Kewenangan Daerah
Kabupaten ... mencakup semua kewenangan
pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan
dalam Pasal 7 dan 5,. Dengan berlakunya Undang-
undang ini, pada dasarnya seluruh kewenangan
sudah berada pada Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota. Oleh karena itu, penyerahan
kewenangan tidak perin dilukukan secara akiif,
tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh
pemerintah (penjelasan).

Ayat (2) bidang pemerintahan yang wajib
dikerjakan oleh Daerah kabupaten meliputi :

a.  pekerjaan umum;

b. kesehatan;

¢. pendidikan dan kebudayaan;
d. pertanian;

e. perhubungan;

L

industri dan perdagangan;
g penanaman modal;
h. lingkungan hidup;

i, pertunalan;

J koperasi dan tenaga kerja.

Bila kita menyadari bahwa landasan

konseptual penyelenggaraun otonomi dacrah

Selte Cafivonno
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berpedoman kepada UUD 1945 yang secara prinsip
menganut dua nilai dasar yaitu nilai sentralisasi dan
nilai desentralisasi, tentu kita harus memahami, dengan
nilai sentralisasi maka penyelenggaraan negara tetap
dikemas dalam negara kesatuan yang memberikan
indikasi bahwa, Indonesia tidak akan mempunyai
kesatuan pemerintahan lain di dalamnya pada
“magnitude” negara, Sedangkan nilai dasar
desentralisasi diwujudkan dalam bentuk daerah
otonom yang diberi wewenang untuk
menyelenggarakan otonomi dacrah dalam batas-batas
kedaulatan negara. Akan tetapi Pasal 18 ayat (5)
memberikan rambu bahwa: “Pemerintah daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan
sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dengan demikian
persebaran urusan pemerintahan ini memiliki dua
prinsip: Pertama: selalu terdapat berbagai urusan
pemerintahan yang secara absolut dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat (sentralisasi). Hal ini karena
menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara
secara keseluruhan, maka harus tetap ditangani oleh
Pemerintah Pusat. Kedua : Tidak ada urusan
pemerintahan yang secara absolut diserahkan kepada
daerah. Bagian-bagian urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah hanyalah yang menyangkut
kepentingan masyarakat setempat (bersifat lokal).
Ada juga bagian yang diserahkan kepada Propinsi
dan Pusat. Untuk itulah kewenangan itu (masalah
pertanahan) harus dilihat dari konsep negara dulu.

Pembaruan Hukum di Bidang Pertanahan dan

Implementasinya Terhadap Qtonomi Daerah

Berdasarkan Pasal 33 Pasal (3) UUD 1945
bumi (tanah), air, dan ruang angkasa termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara, Hak menguasai negara ini berdasarkan
Ul No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria Pasal 2 ayat (2) memberi
wewenang untuk:

a.  Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,
air dan ruang angkasa tersebut:

b.  Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan
ruang angkasa;

¢. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
hukum antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.

Dengan berpijak pada dasar di atas maka,
subtansi mendasar dari persoalan yang ada adalah:
a. Kewenangan mengatur (fungsi pengaturan

perundang-undangan/ regeling);

b. Kewenangan penyelenggaraan peruntukan,
penggunaan, persediaan, pemelibaraan (fungsi
pembinaan dan pelayanan masyarakat/bestuur).

Selain kewenangan tersebut secara teoritis
masih ada fungsi pemerintahan yang nantinya erat
dengan kedua substansi di alas yaitu, fungsi kepolisian
{ pengawasan (politic); fungsi penyelesaian sengketa/
peradilan (rechipraak/rechipleging).

Untuk melihat kewenangan di atas perlu
dimulai dari konsep Negara Kesatuan sebagaimana

Seto Cahyono
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dikehendaki UUD 1945, Dalam konteks Nepara
Kesatuan Republik Indonesia antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah pada dasarnya
merupakan satu sistem pemerintahan sebagai salah
satu unsur negara, karena Sistem Ketatanegaraan
Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian
kewenangan berdasarkan asas dekonsntrasi dan asas
desentralisasi. Daerah yang dibentuk berdasarkan
asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi adalah
Daerah Propinsi., sedangkan daerah yang dibentuk
berdasarkan asas desentralisasi adalah Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota (lihat Penjelasan UU
MNo. 22 Tahun 1999). Oleh karena materi Sistem
Pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam
Penjelasan UUD 1945 bahwa “Indonesia ialah negara
yang berdasar atas hukum (rechtstaat)” dan pada satu
sisi “Presiden adalah penyelenggara pemerintahan
negara yang tertinggl di bawah MPR”, maka
kewenangan pengaturan masalal pertanahan
secara wmm seyogyanya tetap pada Pemerintal
Pusat, sehingga Daeral Kabupaten/Kota tidak
perlu/tidak bolelh mengatur secara umum
dengan Peraturan Daerah. Setidaknya hal ini
untuk mendapatkan kepastian hukum dalam
Hukum

membangun hakum khususnya mengenai

Sistem Nasional dari upaya
pertalanan. : "Dalom rangha Negara Kesatuan
Republik Indonesia tetap ada satu Hukum
Pertahanan Nasional; yang diotonombkan
adalal aturan hukum yang bersifut lokal dan

peluksanaannya secara teknis";

Pemharvan Hukum di Bidang Pertanahan dan

Implemeniasinyg Terhadap Oronomi Daerah

Kewenangan pada Pemerintah Pusat tersebut
dalam bentuk produk hukum dapat berupa Undang-
undang, Peraturan Pemernintah Pengganti Undang-
undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden
dan scbagainya. Secara rnateriil keberadaan tanah
dalam pandangan yang luas tidak hanya berhubungan
dengan hak-hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna bangunan), pengadaan dan
peruntukan, akan tetapi juga berhubungan pajak dan
bea. Pada tataran berikutnya jika terjadi masalah
dapat membawa kita pada bidang peradilan yang juga
menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Dengan dikeluarkannya Kepres No. 34
Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan, nampak sckali bahwa otonomi yang
diberikan kepada dacrah kabupaten/ kota merupakan
kewenangan teknis. Di sisi lain buhwa Kepres tersebut
sekaligus mencabut Kepres

No. 103 tahun 2001, Pasal 2 Kepres No,
34 tahun 2003 memberikan kewenangan kepada
Kabupaten / Kota sebagai berikut ;

. pemberian ijin lokasi;

2. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk
kepentingan pembungunan;

3. penyelesaian sengketa tanah parapan;

4. penyelesaian masalah ganti kerugion dan satunan
tanah untuk pembangunan;

5. penctapan subyek dan obyek redistribusi tanah,
serta ganli kerugian tanah kelebihan maksimum
dan tanah absentee;

6. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat:

Seto Cahvono
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7. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah
kosong;
8. pemberian ijin membuka tanah;
perencanaan penggunaan tanah wilayah
kabupaten/Kota.
Pasal 2 ayat (3): Kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) yang bersifat lintas Kabupaten/Kota
dalam satu Propinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah
Propinsi yang bersangkutan.
Pasal 3: dalam rangka pelaksanaan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan
Pertanahan menyusun norma-norma dan atau
standarisasi mekanisme ketatalaksanaan, kualitas
produk; dan kualifikasi sumber daya manusia yang
diperlukan.. Ketentuan dimaksud diselesaikan
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
ditetapkannya Keputusan Presiden ini ayat (2).
Secara rinci dan icknis penjabaran dar kewenangan
di atas adalah sebagai berikul:

1. Pemberian ijin lokasi

Yang dimaksud ijin lokasi adalah
sebagaimana tercantum dalam ketentuan Menteri
Negara agraria/Kepala badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 tahun 1999, ljin Lokasi
merupakan suatu arahan dan pengendalian bagi
daerah untuk mengalokasikan tanah-tanah dalam
wilayahnya bagi keperluan pembangunan..

Selama ini pelaksanaan ijin lokasi yang
mengacu pada ketentuan Menteri Negara

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Pembarvan Hukum di Bidang Pertanahan dan

Tmplementasinya Terhadap Cronomi Daerah

308

MNomor 2 tahun 1999, ditanda tangani oleh Bupati
{ Walikota (untuk DK Jakarta oleh Gubernur),
namun penylapan sampai dengan konsep
penetapannya masih disiapkan oleh Kantor/
Badan Pertanahan Kabupaten/Kota bahkan di
beberapa daerah. penerbitan ijin lokasi
pelaksanaannya beragam. Berdasarkan
Keputusan Presiden di atas, penerbitan ijin lokasi
mulai dari permohonan sampai penerbitannya
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Pembangunan

Pengadaan tanah dalam Keputusan
Presiden ini adalah untuk kepentingan
pembangunan bagi Kepentingan Umum.
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan
pembangunan tersebut secara substantif
berpedoman pada ketentuan Keputusan
Presiden Nomor 55 tahun 1993 dan Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor | tahun 1994,

Selama ini penyelenggaraan pengadaan
tanah dilakukan oleh Panitia Pengadaan tanah
yang diketuai Bupati/walikota atau Gubernur
apabila objek pengadaan tanahnya terletak di dua
atau lebih kabupaten/kota (lintas kabupaten/
kota), namun Sekretariat Panitia dan tahapan
kegiatan yang meliputi penctapan lokasi,
penyuluhan, inventarisasi, pengumuman hasil

nventirisasi, musyawarah mengenai bentuk dan

Seto Calwvana



besarnya ganti kerugian, penetapan bentuk dan
besarnya ganti kerugian, penyusunan dafiar
nominatif'dan pelaksanaan pembayarannya serta
pelepasan haknya hak nya disiapkan oleh Badan
Pertahanan Kabupaten/Kota atau kantor
Wilayah BPN Propinsi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor | tahun
1994.

Badan Pertanahan Kabupalen/Kota atau
kantor Wilayah BPN Propinsi memberikan
bantuan teknis antara lain pengukuran, bidang-
bidang tanah yang dibebaskan, penyiapan bahan
yang diperlukan dan memproses penetapan hak
atas tanahnya, seusai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pengadaan tanah selain untuk
kepentingan umum, demikian pula pengadaan
untuk kepentingan swasta, dilaksanakan langsung
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala
Badan Pertanahan Kabupaten/Kota melaporkan
kegiatan pengadaan tanah yang terjadi di
wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah
BPN Propinsi dan Kepala Badan Pertanahan
Nasional.

Dengan Keputusan presiden ini
pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dilakukan
oleh Pemerintah kabupaten/Kota atau
Pemerintah Propinsi apabila objeknya terletak
di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota. Selama

belum terdapat pengaturan sebagaimana

Pembaruan Hukum di Bidang Pertanahan dan

Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah
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dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan
Presiden ini, apabila bentuk dan besarnya ganti
kerugian tidak terdapat kesepakatan, maka
diajukan kepada Gubernur untuk diselesaikan
sesual dengan ketentuan yang berlaku. Apabila
dalam proses pengadaan tanah dimaksud
memerlukan pencabutan hak, maka diproses
sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor
20 Tahun 1961

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Sengketa tanah garapan merupakan
konflik kepentingan berkaitan dengan
pengusahaan tanah oleh pihak-pihak yang tidak
berhak di atas tanah yang dikuasai langsung oleh
negara atau di atas tanah hak pihak lain,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
No. 51 Prp. Tahun 1960 dan Keputusan
Presiden nomor 32 tahun 1979. Bupati/” Walikota
mempunyai peranan yang penting, oleh karena
upaya mewujudkan ketahanan pangan
mempunyai hubungan erat dengan upaya
penguatan hak-hak rakyat atas tanah dengan
penyelesaian sengketa tanah garapan,

Dalam hal ini posisi Kepala Badan
Pertanahan membantu upaya yang dilakukan oleh
Bupati / Walikota tersebut dengan melakukan
koordinasi dan menyediakan data teknis yang

diperlukan serta dukungan operasional lapangan.
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Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Untuk Pembangunin

Yang dimaksud masalah ganti kerugian
di sini adalah ganti kerugian yang timbul sebagai
akibat dari kegiatan pengadaan tanah untuk
kepentingan pembangunan di luar kriteria
kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal
5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 55 tahun
1993 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor | tahun 1994,

Dalam hal ini masalah yang timbul
berkaitan dengan penentuan besar ganti kerugian
disebabkan tidak adanya mediator yang
menjembatani para pihak dalam musyawarah
penentuan besamya ganti kerugian, Dan selama
ini pula pengawasan terhadap pengadaan tanah
di atas dilakukan oleh Tim Pengawas dan
Pengendalian Pengadaan Tanah yvang diketuai
oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
580.2-5568.D 111, tanggal 6 Desember 1990,
Berdasarkan Keputusan Presiden ini, maka Tim
tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota,

Penetapan Subjek dan objek Redistribusi
Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

Dengan Keputusan Presiden ini Bupati/

Walikota selaku Ketua Panitia Pertimbangan

Teeglemmetasinvar Vb e Dacral

Landrefonn Kabupaten/Kotiy, mempunyai tugas
untuk menetapkan tanah-tanah kelebihan batas
maksimum dan tanah absentee, menjadi tanah
objek landreform dan petani calon penerima
tanah sesual persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun
1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
Pemberian Ganti Kerugian.

Pemerintah Kabupaten/Kota
melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada
bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan
tanah absentee sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961
yang penetapannya dikeluarkan sejak
berlakunya Keputusan presiden ini. Apabila
penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah
absentee tersebut menjadi tanah objek
landreform telah diterbitkan sebelum berlakunya
Keputusan Presiden ini. maka ganti kerugian
kepada bekas pemilik masih dilaksanakan oleh
pemerintah,

Penetapan dan Penyelesaian Masalah Tanah
Ulayat.

Tanah ulayat adalah tanah sebagaimana
dimaksud dalam peraturan Menteri Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
tahun 1999, Berdasarkan peraturan tersebut
Bupati/Walikota berwenang untuk menetapkan
keberadaan tanah ulayat tersebut, termasuk
status dan pemegang hak ulayatnya.

B -
Pembaruan Hukom ofi Bidane Pertanahian dan
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Selamia e ketentuan di atas belum
diluksanakan sebagaimana mestinya, Karena
Berhembang persepst babwa pengaturan
wengenal tanah ulayat tersebut tdak memadai
apabiladiatur dengan peraturan yang sclingkat
dengan peraturan menten. Dengan Keputusan
Prestden i ditegaskian kembali nmcngena ananat
Pasal 3 Undang-undang Mo, 5 Talwn 1960 vang
memperjelas prinsip pengakuoan terhadap hak
ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat
hukum adat, yang meliputi;

1)
2)

penyamaan persepsi mengenai hak ulayat;
kriteria dan penentuan mengenai hak ulayat;
dan
3) kewenangan masyarakat hukum adat
terhadap tanah ulayat

Hal tersebut dimaksudkan untuk
terwujudnya kebijakan dan langkah-langkah
penyelesaian masalah-masalah yang menyangkut
tanah ulayat datam kerangka pelaksanaan hukum
tanah nasional. Posisi Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Propinsi dan Kepala Badan
Pertanahan Kabupaten/Kota adalah
memberikan bantuan data teknis yang berkaitan

dengan pelaksanaannya.

Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah
Tanah Kosong

Yang dimaksud tanah kosong adalah
tanah hak atau tanah-tanah yang telah

mendapatkan dasar penguasaannya yang dalam

e
Pentharvan Hukuw di Bidang Pertanalim dae

i

fpplenseniasinva Ferhadap Otonomi Daerah

llillj;'.l\ll woahtu tertenio tdak arau belui
dinmantiatkan oleh yang bersanghutan. Terhadap
Lesabi-Biah hosoing wiscehug, wugas Peneringah
Kabupatew/ Kot melakukan inventarisasi,
identifikasi, pengaturan, seta menentuban
kebijakan pemantaatannya sesual dengian
Peraturan Mentert Megaran AgrnndKepala
Badan Pertanahion Nasional Nomor 3 Taliun
1998 tentang Pemantaotan Tanah Kosong Untuk
Tanaman Pangan, dalam ranpka upaya

peningkatan ketahanan pangan nasional.

8. Pemberian ljin Membuka Tanah Kosong

ljin membuka tanah yang semula diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang
Pemberian Hak Atas Tanah dinyatakan tidak
berlaku berdasarkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri tanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/570Q)/
SJ dan Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999, Sampai saat ini jjin membuka tanah
belum diatur kembali, sehingga penataan dan
penertiban kegiatan pembukaan tanah menjadi
tidak terkendali. Hal ini terlihat dari banyaknya
pembukaan tanah yang dilakukan oleh
masyarakat di kawasan-kawasan hutan, taman
nasional, kawasan lindung dan kawasan konversi
fnnya.

Berdasarkan Keputusan Presiden ini
perlu dilakukan pencegahan terhadap kerusakan
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9.

tanaly dan lingkungan dengan mengatur kembali
ijin membuka tanah scbugal upaya untuk
menghathan ketahanan pangan nasional, i
micbuka tnah harus memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
misalnya pembukaan tanah dalium kawasan hutan
memerlukan ijin pelepasan kawasan hutan dari
Menteri Kehutanan.

Dalam rangka pencegahan kerusakan
tanah dan lingkungan tersebut, Kepala Badan
Pertanahan kabupaten/Kota tetap mempunyai
peran untuk membantu pemerintah Kabupaten/
Kota dalam rangka pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan tanah dengan
menyediakan data kemampuan tanah dalam

wilayahnya.

Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah
Kabupaten/Kota
Yang dimaksud dengan perencanaan
penggunaan tanah adalah membuat rencana letak
kegiatan penggunaan tanah yang sesuai dengan
fungsi kawasan. Dibidang perencanaan
penggunaan tanah Bupati/Walikota:

a. melaksanakan dan menetapkan rencana
letak kegiatan penggunaan tanah yang sesual
dengan fungsi kawasan,

b. Menyusun rencana letak kegiatan
penggunaan tanah dimaksud harus
mempertimbangkan data dan informasi

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemantaatan anah yang disapkan oleh
Badan Pertanalian Kabupaten/Kota,

Berhantan dengan pelaksanaan ugas
lersebut di atas oleh pemerintah kabupaten/kota
tdek disertat dengan mobilisist ata perpindalin
pegawal di limgkungan Badan Pertanahan
Nastonal menjadi pegawai daerah yang
bersangkutan. Ketentuan mengenai kepegawaian
akan diatur lebih lanjut.

Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan
sebapai akibat pelaksanaan keputusan presiden
ini akan diatur kemudian setelah melakukan
koordinasi dengan Menteri Keuangan.

Menyikapi akan adanya Kepres No. 34
Tahun 2003 tersebut Kepaia Badan Pertanahan
Masional mengeluarkan Keputusan Nomor 2
Tahun 203 tentang Norma dan Standar
Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan
Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang
dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Penulis tidak perlumenguraikan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas perlu
dikemukakan beberapa pandangan scbagai
berikut:

1. Berdasarkan Pasal 33 Pasal (3) UUD 1945
bumi (tanah), dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya adalah pokok-
pokok kemakmuran rakyat yang merupakan
salah satu objek hajat untuk hidup orang

banyak yang dikuasai oleh negara, berarti

Pembarnan Hukum di Bidang Pertanahan dan

Implementasinya Terhadap Otonami Daerah
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peranin Penerintah Pusat etap besar untuk

1 li.fl'lgiﬂl.tl';

It

Hila kewenangan i diberikan secara penuly
lermasuk
akan ada

kecenderungan perubahan bentuk negara dan

absolut  kepada  dacrah

pengaturannya.  maka
Negara Kesatuan menjadi Negara Federasi.
Lintuk itu lebih tepat apabila materi otonomi
Jilimpahkan secara bertahap.

3. Penyelesaian permasalahan yang timbul
dalam bidang pertanahan masih sangat
memerlukan peran aktif pemerintah pusat, hal
ini disebabkan karena penguasaan tanah
dalam prakiek ada yang dikuasal pemerintah
pusat baik secara langsung maupun melalui
BUMN, dikvasai Pemerintah Propinsi
{BUMBD Propinsi), dan dikuasai Pemerintah
Kabupaten/Kota, bahkan peradilan masih
merupakan kewenangan pusal,

4. Hak-hak atas tanah di masing-masing daerah
masih sangat dimungkinkan adanya
keanekaragaman dan pemakaian dasar yang

berbeda, contohnya tanah ulayat.

L Y

Daerah-daerah Kabupaten/Kota secara riil
banyak yang belum mampu menerapkan
otonomi, karena masih kurangnya dukungan
keuangan, sumberdaya manusia, dan sarana-
prasarana yang memadal.

Mah sekarang muncul pertanyaan,

bagaimana pelimpahan kewenangan tersebut

dipandang dart aspek pembaruandretormasi Ji
bidang hukom? Untuk menjawab masalah ind

perlu uratan secara legas,

AGENDA PEMBARUAN/REFORMASI
HUKUM DI BIDANG PERTANAIIAN
Agenda pembaruan/relormasi hukum yang
semestinya terus berjalan setidaknya secara umum
menyangkut tiga hal, yaiw: Pertama, penataan
kembali institusi pemerintah dan kenegaraan secara
menyeluruh mulai dar lembaga tertinggi negara sampai
dengan lembaga pemerintah desa; Kedua, pembarian
sistem hukum nasional. meliputi: (a) peraturan
perundang-undangan mulai dari naskah konstitusi
hingga peraturan desa, (b) struktur kelembagaan
hukum; dan (¢) peningkatan kualitas aparat dan
profesional hukum: Ketiga, pembinaan kesadaran
hukum dan budaya hukum, schingga sikap hormat
dan patuh hukum menjadi bagian kehidupan sehari-
hari masyarakat maupun penyelengpara negara,
Dalam bidang pertanahan upaya-upaya pembaruan
dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah
Presiden telah banyak ambil peranan terutama secara
beruratan melalui Keputusan Presiden ( Kepres)
Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi

Dacrah Di Bidang Pertanahan yang tetap

Pemharnan Hukum di Bidang Pertamthan dan

fpdementasinya Terhadap Oronomi Dacrah

Seto Calvono



PERSPEKTIF Volume VI No.4 Tabun 2003 Edisi Oktober

memberlakukan Peraturan, Keputusan, Instruksi, dan
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional. Kepres tersebut dipertegas
dengan Kepres No. 62 Tahun 2001 Pasal 109 ayat
6 yang menyatakan: Sebagian tugas pemerintahan
yang dilaksanakan oleh BPN (Badan Pertanahan
Nasional) di daerah tetap dilaksanakan oleh
Pemerintah sampai dengan ditetapkannya seluruh
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan,
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. Dengan demikian
secara otomalis sampai tahun 2003 kewenangan
tersebut masih merupakan kewenangan Pemerintah
Pusat, bahkan kewenangan BPN diatur lebih lanjut
dalam Kepres No. 103 Tahun 2001 Pasal 66.
Secara konsekuen Presiden kemudian mengeluarkan
Jagi Kepres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Masional di Bidang Pertanahan secara tegas mencabut
Kepres No. 103 Tahun 2001.

Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan selain
melimpahkan 9 (sembilan) kewenangan kepada
pemerintah Kabupaten/Kota, secara mendasar juga
menugaskan kepada Badan Pertanahan Nasional
untuk melakukan langkah-langkah percepatan sesuai
Pasal |, yakni:

a.

penyusunan Rancangan Undang-undang

Penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria dan Rancangan Undang-undang tentang

Hak atas Tanah serta peraturan perundang-

undangan lainnya di bidang pertanahan.

Pembangunan sistem informasi dan manajemen

pertanahan yang meliputi:

D

2)

3)

4)

penyusunan basis data tanah-tanah asset
negara/pemerintah/pemerintah dacrah di
seluruh Indonesia,

penyusunan basis data tanah-tanah assct
negara/pemerintaly/pemerintah daerah di
seluruh Indonesia;

penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial
dalam pelayanan pendaflaran tanah dan
penyusunan basis data penguasaan dan
pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan
e-government, ecommerce dan e -payment;
pemetaan kadasteral dalam rangka
inventarisasi dan registrasi penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah dengan menggunakan teknologi citra
satelit dan teknologi informasi untuk
menunjang kebijakan pelaksanaan

landreforrn dan pemberian hak atas tanah;

Pembaruan Hukum di Bidang Pertanahan dan

dmplementasinpa Terhadap (tonomi Daerah
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5) pembangunan dan pengembangan
pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan
tanah melalui system informasi geografi,
dengan mengutamakan penetapan zona
sawah irigasi, dalam rangka memelihara
ketahanan pangan.

Berpijak dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan

beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kelembagaan Badan Pertanahan
Nasional masih sangat diperlukan dan
dipertahankan keberadaannya;

2, Pembaruan hukum di bidang pertanahan
merupakan salah satu agenda pembaruan hukum
secara menyeluruh yang harus segera direalisasi.
Sedangkan konsep dasar Pemburuan Agraria
sebagaimana tertuang dalam Tap MPR NO., IX/
MPR/2001 adalah mewujudkan kebijakan dan
sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu,
schingga pengelolaan pertanahan benar-benar
dapat menjadi sumber bagi sebesar-besar
kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam
kerungka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Hal ini artinya pembaruan hukum agraria
(pertanahan) harus tetap mengacu pada

pembaruan sistem hukum nasional. Pada tataran

Pembaruan Hukum di Bidang Pertanahan dan

tmplementasinga Terhadup Otonomi Dacrah

selanjuinya, kebutuhan akan penyusunan
peraturan perundang-undangan, norma-norma
dan atau standarisasi mekanisme ketatalaksanaan
perlu keseriusan dan kecermatan; sehingga dapat
menghasilkan kualitas produk yang memadai dan
diimbangi kualifikasi sumber daya manusia yang
professional dan beretos kerja tinggi.

3. Langkah-langkah yang ditempuh hendaknya tetap
memperhatikan arti penting, koordinasi,
sinkronisasi, harmonisasi antar komponen/
stakeholders.

Kajian secara teoritis, bidang perundang-undangan

akan menjadi tumpuan bahkan menjadi sendi utama

sistem hukum bagi negara-negara yang menganut
tradisi hukum kontinental. Republik Indonesia sendird
secara historis bersentuhan lebih banyak dengan
tradisi hukum kontinental, akibatnya peraturan
perundang-undangan menduduki posisi yang penting
sebagaimana terlihat pada usaha-usaha pembentukan
hukum nasional. Oleh karena itu, bagaimana sekarang
antara badan negara sebagai pembantu peraturan
perundang-undangan dan masyarakal secara umum
dapat secara terpadu menjalankan agenda reformasi
khususnya di bidang peraturan peru ndang-undangan,
walaupun pembentukan peraturan perundang-

undangan masih monopoli negara.
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Tidak dapat dipungkiri hahwa pembentukan peraturan
perundang-undangan adalah bentuk monopoli negara
yang absolut, tunggal dan tidak dapat dialihkan pada
hadan yang bukan badan negara atau bukan badan
pemerintah. Tidak akan ada deregulasi yang
memungkinkan penswastaan membentuk peraturan
perundang-undangan. Tetapi dalam proses
penyusunan menuju pembentukan. sangat mungkin
mengikutsertakan pi-hak bukan negara alau
pemerintah (Bagir Manan, 1993 : 1),

Peraturan perundang-undangan baik langsung maupun
tidak langsung akan selalu berkenaan dengan
kepentingan umum. Oleh karena itu sangat wajar
apabila masyarakat diikutsertakan dalam
penyusunannya. Keikutsertaan tersebut dapat dalam
hentuk memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk melakukan berbagai prakarsa mengusulkan
untuk mengatur sesuatu atau memberikan kesempatan
pada masyarakat untuk menilai, memberikan
pendapat atas berbagai kebijakan negara atau
Pemerintah di bidang perundang-undangan.
Dengan demikian tentunya kita akan ikut
mengarahkan Pola Dasar Pembangunan dan Arah
Kebijakan dalam Bidang Hukum sesuai GBHN vang

berlaku saat im yakni:

Poembarnan Hukwm of Bicdang Perianahan dan

bmplementasimea Terhadap Oronomi Dacraly

Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan
masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan
kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum
dan tegaknya negara hukum.

Menata sistem hukum di dacrah yang menyeluruh
dan terpadu, sertamemperbarui peraturan dacrah
dan peraturan-peraturan lainnya yang tidak sesuai
perkembangan atau tuntutan reformasi hukum
melalui program legislasi,

Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih
menjamin kepastian hukum. keadilan dan
kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai
hak asasi manusia.

Berperan serta meningkatkan integritas moral dan
keprofesinalan aparat penegak hukum di daerah
termasuk Polisi Pamong Praja, untuk
menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan
meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana
dan prasarana hukum, pendidikan, serta
pengawasan vang efektif.

Mengembangkan, dan meningkatkan sistem
pengawasan untuk mewujudkan bebas korupsi,
kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung
tinggi asas keadilan dan kebenaran,
Meningkatkan pemahaman dan penyadaran.

serta meningkatkan perlindungan, penghormatan,
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dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh
aspek kehidupan.
Dalam pada itu ruang lingkup pembangunan hukum
didasarkan pada kegiatan pemerintah di bidang hukum
vang meliputi:
1. Perencanaan hukum:
2. 1 cpislasi,
3. Sosialisasifadaptasi hukum;

Implementasi (penerapan) hukum;

Ln

Penegakan hukum (Law enforcement);
6. Evaluasi/pembaruan hukum.

Dalam keadaan yang demikian tentunya hal ini
meripakan tantangan tersendin.

Pembaruan hukum serta-merta dapat
dikatakan mengatur perbuatan-perbuatan manusia
yang bersifat lahiriah, dan hukum harus dapat
menciptakan keseimbangan antara kepentingan-
kepentingan warga masyarakat, sehingga tujuan
pembaruan hukum seirama dengan tujuan hukum
untuk menetralisir atau mengalihkan/mengurai konflik
ke arah suatu kescimbangan yang dapat diterima oleh
masyarakat. Namun demikian bukan berarti bahwa
tujuan hukum semata-mata untuk menghilangkan
konflik dalam masyarakat. Hal ini tidak mungkin
terpenuthi, oleh karena konflik merupakan gejala yang

ada dalam setiap masyarakat.

s
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Pembaruan hukum setidak juga mempertegas
tugas pokok dari hukum yaitu untuk menciptakan
ketertiban, dan mencapai keadilan. Ketertiban
merupakan syarat terpokok dari pada adanya suatu
masyarakat yang teratur, hal mana juga berlaku bag|
masyarakat manusia di dalam segala bentuknya. Dan
agar tercapai ketertiban dan keadilan maka perlu
adanya kepastian pergaulan antar manusia dalam
masyarakat dan kepastian hukum. Kepastian hukum
di sini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan
kepastian oleh karena hukum. Tanpa adanya
kepastian hukum dan ketertiban yang dijelmakan
dalam kepastian tadi, manusia tidak mungkin untuk
mengembangkan kemampuan-kemampuannya di
dalam masyarakat, oleh karena ketertiban tersebut
bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan atau
ketenangan.

Berangkat dari pemikiran di atas memang
sempat berkembang versi pengertian hukum yang
sejalan dengan itu. Versi “resmi” pengertian “Hukum™
sebagaimana dunia hukum mengharapkan kita untuk
memaklumi dan meyakininya adalah : “suatu sistem
pemecahan konflik sosial yang bersifat tidak berpihak,
netral dan obyektif”. Inilah pemahaman makna kata
“hukum™ secara umum dan sederhana yang dominan
di kalangan para pelaku hukum. Adapun keadilan
diartikan sebagai “pertimbangan dan resolusi
intelektual bagi konflik tersebut: vang dilaksanakan
oleh pihak ketiga secara dingin, lugas. tidak berat
sebelah, dan tanpa prejudice”™. Nalar dan prosedur

hukum, dengan demikian harus rasional dan intelektual

- ———————— —— ————— —— ————————————
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“adil™,
mengenyampingkan personal bias (Erlyn Indarti, 2000
S 13)

Yang menjadi persoalan sekarang adalah jika sistem

maupun universal. formal, serta

hukummnya sendiri ticdak membawa kepastian hukum.
Hal tersebut dimulai dari adanya Ketetapan MPRS-
RI Nomor X X/MPRS/1966 yang menyebut macam-
macam atau jenis-jenis peraturan perundang-
undangan vaitu: ULID 1945, Ketetapan MPR,
Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UL,
Peraturan Pemerintah. Keputusan Presiden,
Peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti.
Peraturan Menten, Instruksi Menteri. dan lain-lainnya.
(sudah tidak berlaku). Kemudian diadakan
pembaruan terhadapnya dengan dikeluarkannya Tap
MPR-RI Nomor HI/MPR/22000 Tentang Sumber
Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan. Namun dalam kenyataan, keberadaannya
tetap membawa kritik terhadapnya vang menganggap
masih belum memperbaiki keadaan,

Sejalan dengan itu Bagir Manan menyatakan
bahwa. percobaan menetapkan macam atau jenis
peraturan Perundang-undangan dalam aturan hukum
positip ini merupakan hal unik. Sepanjang yang
diketahui tidak ada suatu negara lain yang
menetapkan hal semacam itu (Bagir Manan, 1994 ;
). Namun ini sangat penting dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan, bukan hanya karena
memberikan identifikasi mengenai jenis, bentuk, dan
tata wrutan, tetapt juga mengandung prinsip mengenai
sistem dan tertib peraturan perundang-undangan.

Satu hal yang cukup mendasar adalah keberadaan
Pasal 6 Tap MPR-RI No. III/MPR/2000 yang belum
ditindak lanjuti dilaksanakan. sehingga dalam hal
tertentu masih berpedoman pada Keputusan Presiden
(Keputusan Presiden Nomor 188 tahun 1998 tentang
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-
undang, dan Keputusan Presiden No, 44 Tahun 1999
tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Keputusan presiden). Seharusnya sesuai Pasal 6 di
atas lebih diatur dengan Undang-undang ( Tap MPR-
RI No. III/MPR/2000 Pasal 6 ialah: Tata cara

;J{'mhmrrmr r.'mr'mr,{:—um."rmg peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan pengujian
peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah
Agung serta pengaturan ruang lingkup keputusan
presiden diatur lebhih lanjut dengan undang-
tidang),
Tahap selanjutnya tentu akan mempertanvakan akan
kedudukan Keputusan Presiden yang telah terurai di
atas.

Sebenarnya kalau kitamenyimak kepada Ul
No. 22 Tahun 1999 Masih banyak memerlukan
pengaturan kewarganegaraan melalui Peraturan
Pemerintah, namun karena. pelirpahan kewenangan
di bidang pertanahan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Kabupaten/kota tersebul sangat teknis,
maka Keputusan Presiden tersebut merupakan

keputusan yang sudah tepat.

= — —— — ————
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Dengan demikian satu-satunya harapan akan
kepastian hukum yang dapat mengayomi masyarakat
dan berpihak pada rakyat adalah tergantung kepada
cara menyusun peraturan perundang-undangan
pengganti UU No. § Tahun 1960 dan peraturan,
pelaksananya; apakah memenuhi persyaratan formal
dan materiil apa tidak? Hal ini disebabkan setelah
42 tahun UUPA dilaksanakan, walaupun beberapa
tujuannya tetapi dapat dicapai, tetapi tujuan utamanya
justru masih jauh dari jangkauan, yaitu mengenai
keadilan dan pemerataan penguasaan, pemilikan dan
penggunaan tanah. Padahal yang seharusnya menjadi
fokus penyelenggara negara adalah mengatur tiga hal
yang sangat mendasar mengenai tanah, yaitu:
Pertama: Hak-hak atas tanah; Kedua: peruntukan,
penggunaan dan persediaan tanah, Ketiga : Peralihan
hak atas tanah, seperti: Jual beli, sewa., hibah, waris
dan semua perbuatan hukum antar orang-orang, orang

dengan lembaga-lembaga dengan lembaga.

Sikap atau Langkah-langkah Pemerintah

Daerah

Langkah-langkah vang dapat diambil Pemerintah

Daerah dalam melaksanakan kewenangan antara lain:

. Bahwa Kelernbagaan Daerah yang diatur
berdasarkan PP No. 84 Tahun 2400 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah saat in|
telah dicabut dengan PP NO. 8 tahun 2003. Oleh
karena itu penyesuaian Penataan atau
Pembentukan lembaga di daerah harus diarahkan

untuk mewujudkan postur organisasi yang
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proporsional, efisien, dan efektif dengan didukung
oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta
diterapkannya manajemen yang baik dalam
organisasi. Mengingat dasar itu maka, di daerah
belum perlu dibentuk Badan Pertanahan
Kabupaten yang bersifat otonorn, Kewenangan
yang sudah dilimpahkan tersebut dapat
dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang ada
dengan mempertegas tugas pokok dan fungsi.
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
didasarkan pada pertimbangan:
a. kewenangan pemerintah yang dimiliki
daerah;
b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan
daerah:
c. kemampuan keuangan daerah;
d. ketersediaan sumber daya aparatur;
e. pengembangan pola kerjasama antar daerah
dan/atau. dengan pihak ketiga.
Hal ini merupakan agenda pemerintah
daerah yang perlu dicerna, disikapi dan
dipersiapkan untuk membangun daerah,
Mengingat dasar itu maka, di dacrah belum perlu
dibentuk badan pertanahan Kabupaten yang
bersifat otonom. Kewenangan vang sudah
dilimpahkan tersebut dapat dilaksanakan oleh
lembaga-lembaga vang ada dengan mempertegas
tugas pokok dan fungsi.
Hendaknya pemerintah Kabupaten / Kota
Koordinasi aktif dengan Badan Pertanahan

Seter Cahyeng
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nasional, baik yang ada di pusat propinsi maupun
kabupaten.
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